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BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah
Kabupaten Cianjur telah membentuk Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas
D berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. Nomor 02
Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa,
perlu menetapkan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di
lingkungan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dengan peraruran
Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 3 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawalan
sebegaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor I 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3 1390);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antar4 Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama

Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri

D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Peru.pahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor
l0 Seri D);
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Cianjur.

2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempruryai batas daerah

tefientu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.

' 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan
Eksekutif.

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewaj iban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

- -*,-,,,-nxe4glrus--fungsHurgsiJErsebut-y.an.g-..penj'di-kewsaangannva,-ialam---.rangka-'.--
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Bupati adalah Bupati Cianjur.

8. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

9. Seketariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Seketariat Daerah Kabupaten
Cianjur.

10. Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Cianjur.

I l. Rumah Sakit Cimacan Kelas D selanjutnya disebut RSU Cimacan adalah Rumah Sakit

' Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.

12. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

elaRanakan'kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung
kelancaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.

BABII
KEDUDUKAII, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(l) RSU Cimacan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah

sakit.

(2) RSU Cimacan dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua

. Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(l) RSU Cimacan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma sesuai dengan
kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSU Cimacan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis RSU Cimacan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan
rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
beilaku;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi RSU Cimacan adalah sebagai berikut :

a. unsur pimpina:r adalah direktur;
b. unsur pembantu adalah sub bagian tata usaha;

c. unsur pelaksana adalah seksi, komite dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi RSU Cimacan, terdiri dari :

a. direktur;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik;
d. seksi penunjang medik;
e. seksi keperawatan;
f. komite medik dan keperawatan;
g. kelompok jabatan fungsional;
h. instalasi.



BAB IV

TUGASDIREKTUR

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagaianLtugas

oemerintah daerah di bid";-;;l;t;an kesehatan yang'metiputi .upava 
penyembuhan'

oemulihan, pencegahan dun'-p*iniUtun kesehatan' pelavanan rujukan serta memlmprn'

menskoordinasikan seluruh ti;;;i";;.t' cimacan seiuai dengan ketentuan dan/atau

p.t"i"t"^ p.t*aang-undangan yang berlaku'

BAB V

, TUGASDANFUNGSIUNITORGANISASI
Bagian Kesatu

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai 1Ba: 1-t11tl:T-g:*an 
sebagian tugas dan tungsi RSU

Cimacan di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian' keuangan' urusan umum'

nerlenskapan dan urusan #f i*gg" nSU Cimacan sesuai dengan ketentuan dalVatau

i.t.i"i."i,.",taang-undangan 
yang berlaku

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7' sub bagian tata usaha mempunyai

fungsi :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan sub bagian tata usaha;

b. melakulian penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana plogram dan kegiatan sub

" ;;;;"";*d;tl't'uiJt'g* program dan kegiatan RSU cimacan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebiiakan umum pemerintah daerah di

bidang penselol"* k.l'#;;":"'k:ffi;;;i* .dminisirasi umum. pengelolaan barang'

pemeliharaan g.d"g/b;;;;"#' *ti"il pt"ttiinaraan sarana dan prasaran4 RSU cimacan

sesuai dengan kett"t'* i""ivlt",';ffi; perundang-undangan yang berlaku;

d'melakukanpenyiapanbahankoordinasiperumusankebiikanteknisdibidangpengelolaan
keuangan, kepegawaian, administrasi o*ut' pt"gtilJun u'ung' pemeliharaan' gedung/

bangunan, ,urnun, o"ii'"'ii#;-;; ;-'ptu"'u'unu' RSU bimacan sesuai dengan

t"tJntuun ouo/utuu p.ruiurun perundang-undangan yang berlaku;

e. melaksanakan pengelolaan keuangan' kepegawaian' administrasi umum' pengelolaan

barang, pemeliharaan ledung/bangunan' hman' p"t"iif'utuun sarana dan prasarana' RSU

Cimacan ,.tuui Atngu'i ttti"'ituun 
-du'Vutuu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan.bahan renerensi' ketentuan dan/atau peraturan

perundahg-undangt" ;"fr't"*;li at'ngun uia*g tugas sub bagian tata usaha;

s. melakukan tugas lain ylng diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan'/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaKu;

h. melakukan evaluasi dan laporan nelatsanaal t1-eiajan sub bagian tata usaha sesuai dengan

ketentuan dan/atutt p"*:*'ln pt*dang-undangan yang berlaku'



Bagian Kedua

Seksi Pelayanan Medik

Pasal 9

SeksiPelayananMedik,mempunyaitugasmelaksanakansebagiantugasdanfungsiRSU
Cimacan di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan ypng berlaku.

Pasal 10

Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, seksi pelayanan medik mempunyai

fungsi:

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medik;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan RSU

Cimacan di bidang PelaYanan medik;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan

medik sesuai dengin ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlakul

d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dalvatau peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi pelayanan medik;

e. melakukan pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undang4n yang berlaku;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan danJatau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medik sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Bagian Ketiga

Seksi Penunjang Medik

Pasal l1

Seksi Penunjang Medik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RStl

Cimacan ai 6iaa-ng penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Pasal 12

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, seksi penunjang medik

mempunyai fungsi :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi penunjang medik;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana progmm dan kegiatan RSU

Cimacan di bidang pelayanan penunjang medik;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan

penunjang medik iesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

d. melakukan pelayanan penunjang medik sesuai dengan kelentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan Yang berlaku;

e. melakukan pernbinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

pelayanan penunjang medik;



f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dan/atau peraturan
perundapg-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi penunjang medik;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dar/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medik sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Seksi Keperawatan

Pasal 13

Seksi Keperawatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSU Cimacan
di bidang keperawatan sesuai dengan ketentuan danlarau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 14

Dalam meljksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, seksi keperawatan mempunyai
fungsi :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi keperawatan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan RSU
Cimacan di bidang keperawatan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang
keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang keperawatan;

f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi keperawatan;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan sesuai dengan
ketentuan darlatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Komite Medik dan Keperawatan

Pasal l5

Komite Medik dan Keperawatan. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan firngsi
RSU Cimacan di bidang komite medik dan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

, Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, komite medik dan keperawatan

mempunyai fungsi :



a. melakukan penlusunan rencana kegiatan komite medik dan keperawatan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan komite
medik dan keperawatan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di
bidang komite medik dan keperawatan;

d melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang komite medik dan keperawatani

e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dar/atau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas komite medik dan keperawatan;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan /atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan_ laporan pelaksanaan kegiatan komite medik dan keperawatan
sesuai dengan ketentuan darl/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Komite medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud pasal 16, dipimpin oleh seorang ketua
yang diambil dari jabatan fungsional dokter.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal l8
Pada RSU Cimacan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kelompok j abatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal lg, memp'nyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Kelompok j abatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianny a.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (l), dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh direktui.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayar (l), ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan
peratuian perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 21

(1) Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, kepeiiwatan,
pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan sarana RSU cimacan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1)' terdiri dari :

instalasi rawat j alan;

instalasi rawat inap;

instalasi gawat darurat;

instalasi farmasi;
instalasi radiologi
instalasi laboratorium;

a.

b.
c.
d.
e.

f.
e. inStalasi gizil
i. instalasi sanitasi'

i. instalasi rekam medik'

(3)PerubahandarVataupenambahanjumlahdanjenisinstalasisebagaimanadimaksudayat
(2,1. dapat dilaksanakan ;;;;;;6;;hatikan beban tugas' kebutuhan dan kemampuan

pemerintah D""."h ,.i;'";;.;;'d;^;;;6 oteh direktur RSU Cimacan setelah

mendapat Persetujuan BuPati'

(4) Instalasi sebagaimana dimaksud ayar (2).huruf a, b. c masing-masing dipimpin oleh
(+' 

::#;"'ffi;""g ut'"J" al bawah dan benanggung jawab kepada direktur melalui :

a. kepala seksi pelayanan medik mengenai pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

medik;

b. kepala seksi keperawatan mengenai pelaksanaan tugas di bidang keperawatan'

(5) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d' e' f' s' h' masing masing dipimpin oleh

seorang kepala yang Ut'uau Oi bawah dan bertangguig jawab kepada direktur melalui

kepalaieksi Penunj ang medik'

(6) Status jabatan kepala instalasi adalah jabatan non eselon'

Pasal 22

(l) lnslalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan upaya rawat

iatan vang meliputi oti;;;;;;"emua poliklinik dengan melaksanakan diagnose'

pengobatan. p.nttguhu;';;'pttJitt- t"J"hatan serta p=elayanan rujukan kesehatan

sesuai dengan ket.rtr#'oiJ"t'"" f.ru,u.un perundang-undangan yang berlaku'

(2) lnstalasi Rawar lnap mempunyai tugas melaksarakan diagnose' pengobatan' pera\^atan'

rehabilitasi, p.n..gur,un"a"un p.ninjt u,un kesehalan terhadap pasen rawat lnap sesual

dengan ketentuan aurvliuu f .r'u*rari perundang-undangan yan g berlaku'

(3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat med-ik' yang

meliputi diagnose' pt**""it' pengobatan' pemulihan' 
'pencegahan dan peningkatan

kesehitan ,"nu ptriJ^"li.t' ;il'"t tt'uui dtngun ketentuan darVatau peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

(4) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan' peracikan'

penyiapan o- p"nyuit'i*-obut-oiut*' gas medik' bah'an kimia 

'efia 

peralatan medik

sesuai dengan ke,"",#;;;r";erat;o:r, perundang-undangan yang berlaku'

(5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan oelavanan radiologi untuk keperluan

diagnose .",uui atngun [tttntuuniu"/utuu peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(6) Instalasi Laboratorium mempunyai.tugat ryl1|:?"tk* 
kegiatan pemeriksaan di bidang

patologi t<tinitt untut kep"'iuun diugnote sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

p.-nJung-undungan Yan g berlaku'

(7) Instalasi Gizi mempunyai tugas -melaksanakan .kegiatan 
pengolahan' penyediaan dan

penyaluran tutunun 'Jnu 
tto-n*ttu'i gizi sesuai dengan ketentuan darVatau peraturan

p"rundang-ut-tdangan yang berlaku'
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(8) Instalasi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan
keindahan gedung, taman serta melaksanakan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(l) Dalam melaksanakan tugasnya, direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkup RSU Cimacan maupun dengan organisasi perangkat
daerah terkait lainnya, serta dengan semua unsur dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSU Cimacan wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimp angan agar
mengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan darVatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSU Cimacan bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSU Cimacan wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi RSU Cimacan serta menjabarkannya
dalam program dan kegiatan opersional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya
secara berkala maupun sewaktu-waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan nrasing-
masing di lingkungan RSU Cimacan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada
bawahan.

(6) Direkfir menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(7) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (6), tembusan laporannya
dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal24

(l) Sub Bagian Tata Usaha mewakili direktur dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan. apabila direktur berhalangan melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas direktur
sebagaimana dimaksud ayat (l), direktur dapat menunjuk salah satu kepala seksi untuk
melaksanakan tugas direktur sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkannya.

(3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSU Cimacan berhalangan
melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu
tingkat lebih rendah di bawahya.
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BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

pembiavaan RSU cimacan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber

;ilffiil# il;y;';;; a"ng--r","nir-un dan/atau-peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Pengangkatan dan pemberhentian direktur serta para pemangku jabalan lainnva di
\ I ,' 

ir"r"nr""g;- RSU CiInucun dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perunding-undan gan yang berlaku'

(2) Direktur bertanggung jawab dalam hal perencanaan' pengelolaan dan pembinaan

kepegawaian.

(,})Ketentuanlainmengenaimasalahkepegawaiandiatursesuaidenganketentuandalr/atau
peratu,ran perundang-undangan yang berlaku'

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(.1)DensanberlakuknyaPeraturanBupatiini,makasegalaketentuandarr/ataupefaturan
yanibertentangan dinyatakan tidak berlaku'

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam sepanjano mensenai teknis pelaksanaannya'

akan diatur oan oiterapkan t"Luaian dan merupakan"satu k-esatu yang tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini'

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Asar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

p.-n..putu*yu dalam Berita Daerah'

DitetaPkan di Cianjur
pada tanggal 20 Oktober 2010

BUPATI CIANJUR'

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

di Cianjur
Oktober 2010
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